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ABSTRAK

Muamalah adalah suatu ketentuan yang mengatur hal-hal
yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk
memenuhi keperluan hidup. Salah satu bentuknya adalah kerja sama
antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa dan dipihak lain
sebagai pengguna jasa, yang dalam literature fikih disebut akad ijarah
bi al-‘amal. Di Desa Way Galih terdapat masyarakat yang bekerja
sebagai buruh cuci dan setrika pakaian. Dalam perjanjian kerja
tentunya telah disepakati mengenai hak dan kewajiban para pihak.
Akan tetapi dalam praktiknya dirasa terdapat ketidaksesuaian antara
pelaksanaan kerja, pemberian upah dan pemenuhan kewajiban dengan
apa yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad dalam
perjanjian kerja pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di
Desa Way Galih dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah
terhadap pelaksanaan akad ijarah pada kerja sama buruh cuci dan
setrika pakaian di Desa Way Galih.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)
yang sifatnya deskriptif analisis yaitu menggambarkan objek
penelitian secara faktual dan cermat. Sumber data yang digunakan
yaitu data primer didapatkan dari wawancara dengan responden dan
data sekunder didapatkan dari buku kepustakaan. Metode
pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan
dokumentasi. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data,
rekontruksi data serta sistematisasi data yang kemudian dianalisis
menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir
induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa
pelaksaan akad ijarah ini dalam perjanjian kerja telah disepakati
tentang bentuk kerja, pembayaran upah dan pemberian kebutuhan
buruh. Akan tetapi, berjalannya hubungan kerja terdapat beberapa
buruh yang diberi tambahan pekerjaan, terdapat buruh mengalami
pengurangan upah dan beberapa buruh belum terpenuhi
kebutuhannya. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap
pelaksanaan akad ijarah ini adalah sah. Dalam hal ini buruh telah
bekerja mencuci dan setrika pakaian. Adanya tambahan pekerjaan
merupakan bentuk tolong menolong. Terjadinya pengurangan upah
merupakan potongan terhadap hutang buruh dan buruh telah
menerimanya. Sedangkan beberapa buruh yang belum terpenuhi
kebutuhannya terjadi ketika pengguna jasa lupa dan buruh telah rela
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akan hal tersebut. Sehingga pelaksaan akad ijarah ini adalah sah,
karena dalam praktiknya mengandung unsur tolong menolong,
terdapat kerelaan serta telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Kata Kunci: Akad ljarah, Buruh, Hukum Ekonomi Syari’ah
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MOTTO
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan
janganah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha
Penyayang kepadamu”.

(Q.S. al-Nisa’ (4): 29)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagi kerangka awal untuk mendapatkan gambaran
yang jelas serta memudahkan dalam memahami dan agar tidak
terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka
perlu uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa
istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi
ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap
Pelaksanaan Akad ljarah Pada Kerja Sama Buruh Cuci Dan
Setrika Pakaian (Studi di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung
Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)”. Adapun uraian
pengertian terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi
ini adalah:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah

Tinjauan hukum ekonomi syari’ah yaitu hasil
meninjau dari pandangan hukum atau peraturan yang
diciptakan Allah swt., untuk mengatur hubungan manusia
dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.' Tinjauan
hukum ekonomi syari’ah dalam peneitian ini pembahasannya
bersumber pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
(KHES).

2. Pelaksanaan Akad ljarah

Pelaksanaan akad ijarah adalah proses atau perbuatan
mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain
dengan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah
ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.?

3. Pengupahan Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama
ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan

377.

! Hendi Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),

2 gsyaifullah Aziz, Fikih Islam Lengkap (Surabaya: Terbit Terang, 2005),
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pekerjaan.® Sedangkan pengupahan buruh cuci dan setrika
pakaian adalah pemberian imbalan atas pekerjaan atau jasa
seseorang yang bekerja untuk mencuci dan setrika pakaian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat
dirumuskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah bagaimana
pandangan hukum ekonomi syari’ah terhadap pelaksanaan akad
ijarah pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa
Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam bermasyarakat membutuhkan manusia
lain untuk memenuhi hubungan hak dan kewajiban. Hubungan
hak dan kewajiban itu diatur oleh kaidah-kaidah untuk
menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan,
kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam
hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi di masyarakat
adalah kerja sama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia
jasa manfaat yang disebut sebagai buruh/pekerja dan dipihak lain
sebagai penyedia pekerjaan/pengguna jasa. Kerja sama ini dalam
literature fikih disebut dengan akad ijarah bi al- ‘amal atau sewa
menyewa jasa manusia.*

Secara etimologi kata ijarah berasal dari kata al-ajru yang
berarti al-iwadu (ganti) dan oleh sebab itu ath-thawab atau pahala
dinamakan ajru (upah). ljarah menurut arti lughat adalah balasan,
tebusan, atau pahala. Menurut syara’ berarti melakukan akad
mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan
jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan
dengan syarat-syarat tertentu pula.

Kata akad sendiri berasal dari kata al-‘agd yang berarti
mengikat, menyambung atau menghubungkan. Akad adalah

% Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan (Jakarta: Djambatan,
2003).

* Rachmat Syafi’i, Fikih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),
215.



3

pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua
pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.
Sedangkan ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al- twadh
atau penggantian. Adapun secara terminologi, menurut Sayyid
Sabig ijarah adalah sesuatu jenis akad atau transaksi untuk
mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian (upah).

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada
buruh/pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan. Sedangkan upah
menurut Islam adalah imbalan yang harus diterima seseorang atas
pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan
layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Pada
prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan
dari apa yang dikerjakan.

Dasar hukum dalam Islam tentang upah dapat dilihat pada
penggalan firman Allah swt., dalam al-Quran surat al-Talaqg ayat 6

sebagai berikut:
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“Kemudian jika mereka telah menyusukan (anak-
anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.
(Q.S. al-Talag [65]: 6).

Maksud dari ayat ini adalah berilah imbalan terhadap
orang yang sudah bekerja terhadapmu. Adapun yang menjadi
landasan ijarah dalam ayat di atas adalah ungkapan, maka
berikanlah upahnya, hal ini menunjukkan adanya jasa yang
diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

Kedua belah pihak dalam akad atau perjanjian kerja
diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan
mereka, sehingga tidak terjadi tindakan yang merugikan kedua
belah pihak, dalam hal ini adalah pihak buruh dan pengguna jasa.
Sebagaimana firman Allah swt., di dalam al-Qur’an surat al-
Maidah ayat 1 sebagai berikut:
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang
dikehendaki-Nya. ” (Q.S. al-Maidah [5]: 1).

Berdasarkan ayat di atas hendaknya pengguna jasa dan
buruh menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, sesuai
dengan akad (kontrak) perjanjian kerja yeng telah disepakati
antara kedua belah pihak. Karena akan menimbulkan hubungan
kerja sama antara buruh dan penyedia kerja/pengguna jasa yang
berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak yang harus
dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar.

Akad atau perjanjian kerja telah ditetapkan sedemikian
rupa antara sistem kerja dan upah sehingga menjadi adil dan tidak
merugikan salah satu pihak, baik pengguna jasa maupun buruh,
supaya tercipta kesejahteran sosial. Konsenkuensi yang timbul
dari adanya ketentuan ini adalah sistem kerja dan pemberian upah
tersebut harus sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati
antara pengguna jasa dan buruh. Akad atau perjanjian yang
ditentukan oleh Islam hendaknya setiap pemilik hak dan pemberi
kewajiban menunaikan hak dan kewajibannya dengan cara yang
adil, tidak kurang dan tidak lebih.

Berkaitan dengan hal tersebut di Desa Way Galih,
Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan
terdapat masyarakat yang bekerja sebagai buruh cuci dan setrika
pakaian, yang mana proses terjadinya hubungan kerja ketika
pengguna jasa menawarkan kepada seseorang untuk bekerja
sebagai buruh cuci dan setrika bagi keluarganya, akan tetapi ada
juga buruh yang menawarkan sendiri jasanya. Perjanjian kerja
antara buruh dan pengguna jasa dilakukan secara lisan (tidak
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tertulis). Buruh melakukan pekerjan cuci dan setrika pakaian
setiap hari dan pekerjaannya dilakukan dirumah buruh sendiri,
dengan alasan supaya buruh dapat melakukan pekerjaan sambilan
lainnya dan pengguna jasa menyetujuinya selama buruh tetap
melaksanakan kewajibannya. Disini para buruh akan diberi upah
antara Rp.300.000,- hingga Rp.500.000,- perbulan dan upahnya
akan diberikan setiap akhir bulan.

Perjanjian kerja antara buruh dan pengguna jasa di
dalamnya tentu telah disepakati mengenai hak dan kewajiban
masing-masing pihak selama berlangsungnya hubungan Kerja.
Akan tetapi dalam praktiknya di lapangan pada penelitian ini
dirasa terdapat beberapa ketidaksesuaian antara pelaksanaan kerja,
pemberian upah dan pemenuhan kewajiban dengan apa yang telah
di sepakati oleh kedua pihak dalam perjanjian kerja tersebut.
Dalam hal ini terdapat beberapa buruh yang diberi tambahan
pekerjaan diluar dari kesepakatan dalam perjanjian kerja.® Lalu
terdapat pengurangan jumlah upah kepada buruh oleh pengguna
jasa dari jumlah yang telah disepakati.

Perjanjian kerja antara buruh dan pengguna jasa di
dalamnya juga telah disepakati bahwa pengguna jasa akan
memberikan kebutuhan seperti sabun cuci, pewangi dan pelembut
pakaian sebagai penunjang pekerjaan buruh, akan tetapi seiring
berjalannya hubungan kerja pemberian kebutuhan tersebut
terkadang tidak diberikan oleh pengguna jasa kepada buruh.®

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis
menganggap masalah ini perlu untuk diadakan penelitian dan
pembahasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan akad ijarah
pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way
Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung
Selatan, serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syari’ah
terhadap praktik tersebut.

® Suwarsinah, wawancara dengan penulis, Desa Way Galih, Kec. Tanjung
Bintang, Lampug Selatan, 06 Desember 2022.

® Maimunah, wawancara dengan penulis, Desa Way Galih, Kec. Tanjung
Bintang, Lampug Selatan, 28 November 2022.
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C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada
permasalahan mengenai tinjauan hukum ekonomi syari’ah
terhadap pelaksanaan akad ijarah pada kerja sama buruh cuci
dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung
Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

. Sub Fokus Penelitian

a. Pelaksanaan akad ijarah pada kerja sama buruh cuci dan
setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung
Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

b. Pandangan hukum ekonomi syari’ah terhadap pelaksanaan
akad ijarah pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian
di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten
Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad dalam perjanjian kerja pada kerja

sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih,
Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan?

. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap

pelaksanaan akad ijarah pada kerja sama buruh cuci dan setrika
pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang,
Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad dalam perjanjian Kkerja

pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way
Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung
Selatan.

. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap

pelaksanaan akad ijarah pada kerja sama buruh cuci dan setrika
pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang,



Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar
dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah
ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu
hukum ekonomi syari’ah khususnya yang berkaitan dengan
sistem pengupahan.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat
tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas
terkait dengan akad ijarah dan pengupahan buruh atau pekerja
diantaranya:

1. Skripsi dari Marina Salsa Noviaini, yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad ljarah Pada
Penitipan Kucing” (Studi di Lola Cathomestay Sukarame
Bandar Lampung). Kesimpulan dari penelitian tersebut
menurut tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad
ijarah pada penitipan kucing di Lola Cathomestay adalah sah,
tidak bertentangan dengan syara’ sudah terpenuhinya syarat
dan rukunnya. Antara penitip dan pihak jasa penitipan telah
saling rela dalam transaksinya dan tidak adanya unsur paksaan
serta unsur gharar (penipuan) di dalamnya. Karena adanya
perjanjian yang dibuat diawal bahwa kucing yang tidak
diambil pemiliknya maka akan menjadi milik tempat
penitipan sebagai biaya ganti rugi atas upah yang belum
dilunasi. Sebab kebiasaan yang terjadi pada masyarakat bisa
dijadikan suatu hukum selama tidak adanya kezaliman di
dalamnya.’

" Marina Salsa Noviaini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan
Akad ljarah Pada Penitipan Kucing (Studi Di Lola Cathomestay Sukarame Bandar



Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan
adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan akad ijarah
pada pengupahan buruh. Namun yang membedakannya adalah
permasalahan pada penelitian tersebut pemilik kucing tidak
mengambil kembali kucingnya Kkarena tidak sanggup
membayar biaya penitipan dan kucing akan menjadi milik
tempat penitipan sebagai biaya ganti rugi berdasarkan
perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan permasalahan
pada penelitian ini lebih menekankan terhadap adanya
ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan kerja, pemberian upah
dan pemenuhan kewajiban dari yang telah disepakati dalam
akad perjanjian kerja antara buruh dan pengguna jasa.

2. Skripsi dari Ifta Hulqulub, yang berjudul “Pelaksanaan Akad
ljarah (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Prespektif
Fikih Muamalah” (Studi di desa Talang Danto Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar). Kesimpulan dari penelitian
tersebut yaitu pelaksanaan akad ijarah dengan cara
pembayaran upahnya diberikan di awal akad, hal ini
didasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat
dan sudah diakui, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua
belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad
yang telah di sepakati bersama. Pembayaran upahnya sudah
sepadan dengan profesi kerja dan dari pihak musta jir telah
mempertanggungjawabkan hasilnya, dan antara kedua belah
pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hanya saja dalam
pembuatan akad tidak di perjelas hak dan kewajiban pekerja.
Tinjauan fikih muamalah terhadap pengupahan ini adalah
dibenarkan dalam Islam, kegitan muamalahnya tidak
bertentangan dengan syara’. Pembayaran upahnya merupakan
upah yang sepadan (ajrun misli), yaitu upah yang sepadan
dengan pekerjaannya.®

Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan

Lampung) ”. (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 63.

8 Ifta Hulqulub, “Pelaksanaan Akad Ijarah (Upah) Pembuatan Rumah
Pribadi Menurut Prespektif Fikih Muamalah (Studi Di Desa Talang Danto
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)". (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim
Riau, 2020), 58.
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adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan akad ijarah
pada pengupahan buruh atau pekerja. Namun yang
membedakannya adalah bahasan pada penelitian tersebut
adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad yang
didasarkan kepada adat kebiasaan. Sedangkan pada penelitian
ini menekankan terhadap adanya ketidaksesuaian terhadap
pelaksanaan kerja, pemberian upah dan pemenuhan kewajiban
dari yang telah disepakati dalam akad perjanjian kerja antara
buruh dan pengguna jasa.

3. Skripsi dari Widara Daitari, yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Tentang Praktik Akad ljarah Dalam Pembuatan Lubang
Sadap Pohon Damar” (Studi di Pekon Gunung Kemala
Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat). Kesimpulan
dari penelitian ini yaitu pembuatan lubang sadap pohon
damar, pemilik kebun dengan pekerja melakukan akad,
setelah akad berjalan ternyata hasil yang diinginkan tidak
sesuai harapan. Getah damar yang dihasilkan sedikit dan
batang pohon menjadi rusak akibat pekerja tidak melakukan
pekerjaan dengan benar sehingga pemilik kebun merasa
dirugikan. Menurut hukum Islam akad ijarah ini tidak
diperbolehkan karena dapat menimbulkan kemudharatan atau
kerugian kepada salah satu pihak. Karena pada dasarnya
muamalah yang dapat menimbulkan kemudharatan atau
kerugian- salah satu pihak dalam hukum Islam itu tidak
dibolehkan.®

Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan
adalah sama-sama meneliti tentang praktik akad ijarah.
Namun yang membedakannya adalah pada penelitian tersebut
membahas tentang hasil getah damar yang tidak sesuai dengan
yang diharapkanpada akad, dikarenakan pekerja tidak
melakukan pekerjaan dengan benar sehingga pemilik kebun
merasa  dirugikan.  Sedangkan pada penelitian ini

® Widara Daitari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Ijarah
Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar (Studi Di Pekon Gunung Kemala
Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)". (Skripsi: UIN Raden Intan
Lampung, 2021), 63.
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pembahasannya mengenai adanya ketidaksesuaian terhadap
pelaksanaan kerja, pemberian upah dan pemenuhan kewajiban
dari yang telah disepakati dalam akad perjanjian kerja antara
buruh dan pengguna jasa.

4. Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Neraca Peradaban
oleh Rendi Karno, A. Khumeidi Ja’far (2022) berjudul
“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah
Berdasarkan Omset Penjualan”. Dalam penelitian ini praktik
upah mengupahnya berdasarkan dari hasil penjualan yang
laku terjual. Apabila durian yang terjual oleh karyawan non
tetap tidak laku maka tidak mendapatkan upah sepeserpun.
Sehingga membuat kecacatan dalam praktik upah mengupah
yang terjadi dan membuat praktik upah mengupah ini tidak
sah atas tolak ukur pemilik dalam menggaji karyawannya
berdasarkan omset penjualan.’

Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan
adalah sama-sama membahas tentang pengupahan pada buruh
atau pekerja. Namun yang membedakannya adalah pada
penelitian tersebut membahas mengenai praktik upah
mengupah yang didasarkan dari hasil penjualan yang laku
terjual. Sehingga membuat kecacatan dalam praktik upah
mengupahnya dan membuat praktik tersebut tidak sah atas
tolak ukur pemilik dalam menggaji karyawannya berdasarkan
omset penjualan.  Sedangkan pada  penelitian ini
pembahasannya mengenai adanya ketidaksesuaian terhadap
nominal upah yang diberikan kepada buruh dari yang telah
disepakati dalam akad.

5. Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Mudharabah oleh
Willy Ninda Azhari, Bismi Khalidin, Faisal Fauzan (2022)
berjudul “Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai
Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif ljarah ‘Ala Al-
‘Amal”. Dalam penelitian ini penetapan upah berdasarkan
waktu kerja didasari pada tradisi dan kebiasaan, namun dalam

10 A. Khumeidi Ja’far, Rendi Karno, “dnalisis Hukum Islam Terhadap
Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan”. Vol. 2, No. 1 (2022): Jurnal
Neraca Peradaban (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 20.
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hal ini petani dan pekerja telah bersepakat sebelumnya. Dari
segi syarat dan rukunnya telah sesuai dengan ketentuan akad
ijarah, akan tetapi dari segi keadilan, pemberian upah ini
masih belum adil karena terdapat kendala dalam penetapan
upahnya yaitu harga cabai tidak stabil, cuaca, hama dan
penyakit, serta praktik upah yang tidak mematok hasil
mengakibatkan kurangnya kesadaran pekerja dalam bekerja,
sehingga dapat merugikan petani apabila hasil panen yang
dipetik tidak dapat menyeimbangi stabilitas harga cabai
dipasar.™

Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan
adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan akad ijarah
pada pengupahan buruh. Namun yang membedakannya adalah
pada dalam penelitian tersebut penetapan upahnya
berdasarkan waktu kerja yang sudah menjadi tradisi dan
kebiasaan. Sedangkan pada penelitian ini pembahasannya
mengenai adanya ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan kerja,
pemberian upah dan pemenuhan kewajiban dari yang telah
disepakati dalam akad perjanjian kerja antara buruh dan
pengguna jasa.

Berdasarkan - beberapa penelitian dan jurnal diatas
menyajikan bahasan yang serupa yaitu sama-sama membahas
masalah akad ijarah dan pengupahan pada buruh atau pekerja.
Sedangkan perbedaanya yaitu pembahasan pada penelitian ini
lebih menekankan terhadap adanya ketidaksesuaian terhadap
pelaksanaan Kkerja, pemberian upah dan pemenuhan kewajiban
dari yang telah disepakati dalam akad perjanjian kerja antara
buruh dan pengguna jasa di awal.

1 Faisal Fauzan Willy Ninda Azhari, Bismi Khalidin, “Analisis Penetapan
Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif ljarah ‘Ala
Al-‘Amal”. Vol. 4, Edisi 1 (2022): Jurnal Al-Mudharabah (Aceh: UIN Ar-Raniry,
2022), 66.
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H. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam hal ini termasuk
penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian
yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau
lapangan.  Penelitian  lapangan  dimaksudkan  untuk
mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan
dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial
tertentu yang bersifat apa adanya.'” Adapun lokasi dalam
penelitian ini di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung
Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis,
artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan
menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan
secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi
tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.'®
Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai
bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap
pelaksanaan akad ijarah pada kerja sama buruh cuci dan
setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung
Bintang, Lampung Selatan.

2. Sumber Data Penelitian
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang langsung
dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.'

Adapun dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data
primer melalui wawancara secara langsung dari buruh cuci

12 sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia,
2002), 54-55.

¥ sarifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1998), 7.

4 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.
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setrika pakaian dan pengguna jasa mengenai pelaksanaan
akad ijarah pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian
di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten
Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari
sumber secara tidak langsung yaitu buku-buku kepustakaan
dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen tentang segala
sesuatu yang terkait dengan pembahasan ini. Data sekunder
merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan
dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti
sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya
adalah data yang asli.™

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau
keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala
atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Adapun
yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 10
orang yang terdiri dari 5 orang pengguna jasa serta 5 orang
buruh cuci dan setrika pakaian yang masing-masing buruh
bekerja kepada setiap pengguna jasa.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi
yang diteliti dalam suatu penelitian. Menurut Suharsimi
Avrikunto, apabila populasi kurang dari 100 orang, maka
yang dijadikan sampel adalah keseluruhan populasi yang
ada. Dari pendapat tersebut, maka penulis menjadikan
keseluruhan populasi yang ada pada penelitian ini menjadi
sampel. Sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian
populasi.

% Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara,
2006), 58.
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4. Pengumpulan Data

Dikarenakan jenis penelitian yang digunakan
merupakan penelitian lapangan (field research), maka
pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan  pertanyaan  dan
terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu.® Wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal
dari responden yang lebih mendalam. Dalam praktiknya
penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara
langsung kepada buruh cuci setrika dan pengguna jasa
mengenai pelaksanaan akad ijarah pada kerja sama buruh
cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan
Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang
diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti laporan
tahunan, buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan
lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.*’

5. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data ini menggunakan metode dan
langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data
yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang

16 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D
(Bandung: Alfabet, 2016), 224.

1 |gbal Hasan, Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), 82.
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masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan.'® Dalam
proses pemeriksaan data dilakukan pengoreksian data
terkumpul sedah cukup lengkap dan sesuai atau relevan
dengan masalah yang dikaji. Dalam penelitian ini peneliti
akan melakukan proses editing terhadap hasil dari
wawancara dan dokumentasi yang telah diperoleh.

b. Rekontruksi Data (Recontructing)

Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara
teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan
diinterpretasi.

c. Sistematisasi Data (Systematizing)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut
kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini
penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang
sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan
masalah.

6. Metode Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara
kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun
secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk
mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data
kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden
secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata,
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.’® Kemudian
data tersebut diolah dan di analisis dengan pola pikir induktif,
yaitu dari  permasalahan  secara  khusus  kemudian
digeneralisasikan pada permasalahan yang bersifat umum, yang
pada akhirnya ditarik kesimpulan. Metode ini digunakan dalam
pengumpulan data dari berbagai litelatur yang berkaitan dengan

18 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 115.

19 Sperjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 12.
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tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap pelaksanaan akad
ijarah pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa
Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung
Selatan.

Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan dalam penyusunan skripsi ini penulis
menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub
bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi
penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian
penelitian terdahulu yang relevan dan metode penelitian, serta
sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori. Adapun
pembahasan dalam bab ini yaitu mengenai pengertian ijarah,
dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam
ijarah dan pembatalan atau berakhirnya ijarah, kedudukan upah
dalam ijarah dan hikmah ijarah. Serta pengertian akad, dasar
hukum akad, rukun dan syarat akad, syarat kebsahan akad, asas-
asas akad, berakhirnya akad dan hak dan kewajiban dalam akad.

Bab tiga berisi laporan penelitian yang memuat secara
rinci tentang gambaran umum Desa Way Galih, Kecamatan
Tanjung Bintang, Lampung Selatan, serta berisi penyajian fakta
dan data hasil penelitian.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian
terkait pelaksanaan akad ijarah pada kerja sama buruh cuci dan
setrika pakaian, serta tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap
pelaksanaan akad ijarah pada kerja sama buruh cuci dan setrika
pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang,
Lampung Selatan.

Bab lima atau penutup memuat tentang kesimpulan dari
hasil penelitian dan saran-saran atau rekomendasi.



A

BAB II
LANDASAN TEORI

ljarah
1. Pengertian ljarah

Secara etimologi kata ijarah berasal dari kata al-
ajru yang berarti al-iwadu (ganti) dan oleh sebab itu ath-
thawab atau pahala dinamakan ajru (upah). ljarah menurut
arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut
syara’ berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu
yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai
dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat
tertentu pula.?

Sedangkan secara terminology, ada beberapa
definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fikih. Ulama
Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu
kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi’iyah
berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu
kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah,
serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti
tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah
menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu
kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan
pengganti.”

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya
Hukum  Islam  Tentang  Wakaf ljarah  Syirkah
mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti balasan atau
timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan.
Secara istilah ijarah berarti suatu perjanjian tentang
pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau

377.

117.

2 gyaifullah Aziz, Fikih Islam Lengkap (Surabaya: Terbit Terang, 2005),

2! Rachmat Syafi’i, Fikih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),
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tenaga manusia.”

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio dalam
bukunya Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik, menjelaskan
bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang
atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.?®
Menurut Gufron A. Mas’adi dalam bukunya Fikih Muamalah
kontekstual mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti
upah dan sewa jasa atau imbalan.**

Menurut  fatwa DSN  MUI  No0.09/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah adalah akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan
kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari
yang menyewakan pada penyewa.?

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu akad yang di
bolehkan dalam Islam, yaitu transaksi sewa-menyewa atau
pemindahan hak guna barang atau jasa tanpa diikuti
pemindahan kepemilikan tetapi diikuti dengan adanya
pembayaran upah/sewa atau imbalan dalam waktu yang telah
ditentukan.

Dasar Hukum ljarah

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan
berdasarkan al-Qur’an, hadist-hadist Rasulullah saw., dan
ijma’ ulama sebagai berikut:

22 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, ljarah, Syirkah

(Bandung: Al-ma’rif, 1995), 24.

% Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari‘ah: Dari Teori Ke Praktik

(Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

2 Gufron A. Mas’adi, Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2002), 181.

® Dewan Syari’ah Nasional, Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang Pembiayaan ljarah (Jakarta: DSN-MUI, 2001), 55.
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a. Al-Qur’an
1) Al-Qur’an surat al-Qashash ayat 26-27 disebutkan:

P

- P - 8 =
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“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:
“Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja
(pada kita), Karena sesungguhnya orang yang paling
baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah
dia (Syu'aib):  “Sesungguhnya Aku bermaksud
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua
anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku
delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun
maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka
aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya
Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang
baik”. (Q.S. al-Qashash [28]: 26-27).

Ayat di atas menjelaskan bahwa ijarah telah
disyariatkan kepada umat Islam, dalam ayat ini
terdapat praktik ijarah yang menggambarkan proses
penyewaan jasa sesorang. Ayat di atas juga
menerangkan mengenai bagaimana orang yang paling
baik untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu harus
orang yang kuat (sesuai dengan pekerjaannya) dan
amanah. Pemilihan orang yang dapat dipercaya dan
pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki oleh pekerja, dilakukan agar antara hak dan
kewajiban kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan
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2)

3)

baik.
Al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 233 disebutkan:

z
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“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan .
(Q.S. al-Bagarah [2]: 233).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam
membayar upah kepada pekerja/buruh harus sesuai
dengan apa yang telah dikerjakan dan sesuai dalam
perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak. Apabila upah diberikan tidak sesuai maka
akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya
tidak curang dalam pembayaran upah, yang mana
harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak
yang dirugikan.

Al-Qur’an surat at-Talaq ayat 6 disebutkan:

é/,«;, T/
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“Kemudian jika mereka telah menyusukan
(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada

mereka upahnya”. (Q.S. at-Talaq [65]: 6).

Ayat tersebut menjelaskan tentang penggunaan
jasa seseorang dengan memberikan imbalan berupa
upah kepada orang yang telah memberikan jasanya
tersebut, yang diberikan setelah pekerjaan atau jasa
yang telah ia berikan selesai dikerjakan.
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b. Hadits

Selain ayat-ayat al-Qur’an di atas, terdapat
beberapa hadits yang menegaskan tentang ijarah, dalam
hadits Rasulullah saw., menegaskan:

A\Jcio.su\,o‘os ”'JBJBJ;‘J SURRS
(49-\.0 Vol y,) B8 Uit ¢ \J&ZZ}T%Y\MT

Dari lbnu Umar, ia berkata: telah bersabda
Rasulullah saw., “berikanlah upahnya kepada seorang
pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R. lbnu Majah
N0.937).%’

Terdapat juga pada hadist riwayat Abd Razaq dari
Abu Hurairah Rasulullah saw., bersabda:

(wﬁd o0& By oly)) °J>‘J~*~b Fu’\&;

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi
buruh, beritahukanlah upahnya”. (H.R. Abd Razaq dari
Abu Hurairah).

Disebutkan juga dalam hadist riwayat Bukhari
Rasulullah saw., bersabda:

Lo wle & Jo ) i o106 okt i 2
ya s e L o
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“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya

Rasulullan  saw., pernah  berbekam, kemudiaan

memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya’.
(H.R. Bukhari N0.2103).

% Al-Hafidh Ibnu Hajar, Bulughul Maram, Bab Al-ljarah (Jakarta: Pustaka
Amani, 1995), 188.

2" Al-Hafid Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, Cet 1 (Jakarta: Pustaka
Amani, 1995), 361.

2 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Sunan Ibnu Majah Jilid 11 (Beirut:
Dar al-Fikr, 2004), 24.

2 Apdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja’fai,
Shahih Bukhori Jilid VIII (Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), 11.
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Dari hadits-hadits di atas dapat diketahui bahwa
praktik ijarah sudah ada sejak masa Rasulullah saw.,
beliau pernah menggunakan jasa tukang bekam dan
membayar orang tersebut dengan memberikan imbalan.
Rasulullah saw., juga menegaskan agar menyegerakan
pembayaran upah kepada pekerja setelah pekerjaannya
selesai, agar tidak adanya penundaan hak setelah
dilakukannya kewajiban.

Landasan Ijma’

Para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan
dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah
kesepakatan ini.** Umat Islam pada masa sahabat telah
berijma’ bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi
manusia. Allah swt., telah mensyariatkan ijarah ini
tentunya bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia,
dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.
Dan segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat,
maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal.

Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan
atas disyari’atkannnya sewa menyewa (ijarah) umat Islam
telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang
yang berbeda dengan kesepakatan ijma’ para ulama ini”,
karena al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna
atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa,
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang
itu sendiri.**

Dasar Hukum Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh.
Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk
prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah
memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu
pekerjaan yang telah dilakukan.

114.

%0 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

% sayyid Sabig, Fikih Sunnah 13 (Bandung: PT Alma’arif, 1987), 15.
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Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan
upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan atau  peraturan  perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan yang telah atau akan dilakukan.

Tujuan  pemerintah  mengatur upah dan
pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi
pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam
pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja
secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan
dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam
hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang
melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi
kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau
dalil-dalil syara’ dan juga dasar perundang-undangan
yang berkaitan dengan masalah ijarah sebagaimana telah
diuraikan diatas, maka tidak ada lagi keraguan tentang
kebolehan mengadakan transaksi ijarah, dengan kata lain
ijarah diperbolehkan dalam hukum Islam maupun
perundang-undangan apabila bernilai secara syar’i dan
tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

3. Rukun dan Syarat ljarah
a. Rukun ljarah
Menurut Hanafiyah, rukan dan syarat ijarah
hanya ada satu, yaitu ijab dan gabul, yaitu pernyataan dari

orang yang menyewa dan meyewakan. Sedangkan
menurut jumhur ulama, rukun ijarah empat, yaitu aqid,
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sighat, upah, dan manfaat. Beberapa rukun ijarah di atas
akan di uraikan sebagai berikut:

1)

2)

Agid (Orang yang berakad)

Aqid yaitu orang yang melakukan akad sewa-
menyewa atau upah mengupah (ijarah). Orang yang
melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu jir dan
musta'jir. Mu jir adalah orang yang memberikan upah
atau yang menyewakan. Sedangkan musta jir adalah
orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu
pekerjaan atau yang menyewa sesuatu. Untuk kedua
belah pihak yang melakukan akad disyaratkan
berkemampuan, vyaitu kedua-duanya berakal dan
dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal
itu gila atau anak kecil yang belum dapat
membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi
tidak sah.*?

Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang
melakukan akad berupa ijab dan qabul, yang
merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari
salah seorang yang berakad sebagai gambaran
kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Dalam
Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu
pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang
diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta jir)
untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu
setelah adanya ijab.*® ljab dan gabul dalam ijarah
juga dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan
berdasarkan  kesepakatan  sebagaimana  yang
dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

205.

117.

%2 gayyid Sabig, Fikih Sunnah Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006),

% Hendi Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),
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Syari’ah pasal 297.3
3) Ujrah (Upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada
musta jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil
manfaatnya oleh mu 'ajir. Upah hendaklah jelas dengan
bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan,
juga disebutkan mengenai besaran dan bentuk upah.®
Syarat yang lainnya yaitu harus dibayarkan segera
mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah
disepakati dalam perjanjian kerja, dapat dimanfaatkan
oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
dapat dipastikan kehalalannya dan upah yang diberikan
harus sesuai dengan kesepakatan bersama.

4) Manfaat

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan
yang diperoleh baik manfaat dari suatu barang yang
disewakan atau sesuatu jasa yang dikerjakan dalam
upah mengupah. Untuk mengontrak seorang musta jir
harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta
tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjanya harus
dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi
upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.*

b. Syarat ljarah

Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi
sebelum melakukan ijarah. Menurut M. Ali Hasan
syarat-syarat ijarah adalah:*’

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah
baligh dan berakal (mazhab Syafi’i dan Hambali).
Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak
berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa
hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‘ah Pasal 297.

% M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003), 9.

% Ibid., 385.

¥ 1bid., 227.
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2)

3)

4)

5)

ilmu boleh disewa), maka ijarah tersebut tidak sah.
Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki bahwa
orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai
usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun
boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan
disetujui oleh walinya.

Kedua belah pihak vyang melakukan akad
menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad
ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa
melakukan akad maka akadnya tidak sah.

Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui
secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan
dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas, maka
akad itu tidak sah.

Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan
secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab
itu, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak
boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan,
dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya
rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja
sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau
melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu
atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu
habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara.
Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak
boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa
orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak
boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau
tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak
boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk
tempat mereka beribadah.
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4. Macam-Macam ljarah

Dilihat dari segi objeknya, ijarah dapat dibagi

menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a.

ljarah atas manfaat (al-ijarah ala al-manfa ah)

Yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. ljarah ini
objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. ljarah
yang bersifat manfaat ini contohnya adalah sewa
menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan.
Dalam hal ini mu ajir mempunyai benda-benda tertentu
dan musta jir membutuhkan benda tersebut dan terjadi
kesepakatan antara keduanya, dimana mu ajir mendapat
imabalan dari musta jir, dan musta jir mendapat manfaat
dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan
syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama fikih
sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
ljarah atas pekerjaan (ijarah ala al-a’mal)

Yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa.
ljarah yang bersifat pekerjaan/jasa ialah memperkerjakan
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut
ulama fikih ijarah jenis ini hukumnya diperbolehkan
apabila jenis pekerjaan itu jelas dan bukan suatu pekerjaan
yang dilarang oleh syari’ah.*® ljarah seperti ini biasanya
bersifat pribadi, seperti menggaji seorang buruh cuci dan
setrika pakaian dan juga bersifat serikat seperti seseorang
atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk
kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik. Dalam
hal ini ijarah ‘ala al-a’mal terbagi menjadi dua yaitu:*°
1) ljarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seorang

pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh

bekerja selain dengan orang yang telah memberinya
upah.

% Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada
Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam”.
Vol. 12, No. 2 (2020): Jurnal Asas (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 103.

% Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, Cet.1 (Jakarta: Gaya Media Pratama,

2000), 236.
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2) ljarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara
bersama-sama, atau melalui kerja sama. Hukumnya
dibolehkan kerja sama dengan orang lain.

5. Kedudukan Upah dalam ljarah

Upah dalam hukum Islam masuk ke dalam
pembahasan ijarah. Ada perbedaan antara makna dari sewa
dan upah, yang mana sewa digunakan untuk benda, misalnya
sewa-menyewa rumah. Sedangkan upah digunakan untuk jasa
atau tenaga manusia. Jadi di dalam ijarah upah termasuk ke
dalam bagian ijarah bil ‘amal yaitu penggunaan tenaga atau
jasa seseorang dengan syarat adanya imbalan berupa upah.

Allah swt., secara tegas mewajibkan pengguna
jasa/majikan untuk membayar upah buruh/pekerja yang
bekerja untuknya. Sebegitu pentingnya kedudukan upah
dalam pekerjaan (ijarah), Islam memberi pedoman kepada
para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa upah yang
diberikan harus di dasarkan oleh prinsip-prinsip pengupahan
dalam Islam. Adapun prinsip-prinsip upah tersebut, yaitu:

a. Prinsip Adil

Kedua belah pihak dalam perjanjian ijarah harus
bersikap jujur dan adil, sehingga tidak ada pihak yang
merasa teraniaya ataupun dirugikan. Penganiayaan
terhadap para buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar
secara adil dari hasil kerja mereka. Setiap pengguna jasa
harus membayar upah buruh sesuai dengan kerja mereka.
Kata adil di sini terdapat dua makna yaitu adil yang berarti
jelas atau transparan dan adil yang berarti proporsional.

Prinsip adil yang dimaksud adalah pada akad yang
dilakukan atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan
dari para pihak yang melakukannya. Yang mana dalam
akad tersebut menerangkan secara jelas pekerjaan yang
akan dilakukan oleh buruh, kejelasan upah yang akan
diterima oleh buruh dan bagaimana tata cara pembayaran



29

upah tersebut.”’ Sedangkan adil yang bermakna
proporsional yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh
seseorang akan dibalas sesuai dengan berat ringan
pekerjaannya. Prinsip keadilan sudah tercantum dalam
firman Allah swt., dalam surah al-Nahl ayat 90 sebagai
berikut:
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku
adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum
kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan Kkeji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S.
al-Nahl [16]: 90).

Ayat diatas apabila dikatakan dengan ijarah maka
dapat dipahami bahwa Allah swt., memerintahkan kepada
pemberi pekerjaan untuk berlaku jujur dan adil terutama
mengenai upah sehingga tidak ada pihak yang merasa
dirugikan.

b. Prinsip Layak

Prinsip upah layak di dalamnya terdapat dua
pengertian yaitu layak yang berarti cukup dan sesuai pasar.
Layak dalam arti cukup mengandung pengertian layak atas
cukup pangan, sandang dan papan, artinya upah harus
mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan
yang merupakan kebutuhan dasar dharuriyat.** Allah swt.,
berfirman dalam surah Thaha ayat 118-119 sebagai
berikut:

0 Didin Hafidhudhin, Sistem Penggajian Islam (Jakarta: Raih Asa Sukses
Press, 2008), 32.

4l Eqgi Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering (Yogyakarta:
PPMI, 2000), 35-36.
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“Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana (Surga),
engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan
tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”.
(Q.S. Thaha [20]: 118-11)

Ayat di atas menyebut dengan sangat teliti
kebutuhan pokok manusia kapan dan di manapun mereka
berada yaitu pangan, sandang dan papan. ltulah hal-hal
yang bersifat material minimal yang harus dipenuhi oleh
manusia.*?

Sedangkan layak yang bermakna sesuai pasar telah
disebutkan Allah swt., dalam surah al-Syu’ara’ ayat 183
sebagai berikut:
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“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada
hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi
dengan membuat kerusakan”. (Q.S. al-Syu’ara’ [26]: 183).

Avyat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang
merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak
yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang
lebih jauh hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah
membayar upah seseorang jauh dibawah upah yang biasa
diberikan.

6. Hikmah ljarah

Disyari’atkannya ijarah dalam bentuk jasa atau
pekerjaan adalah karena memang dibutuhkan dalam
kehidupan manusia. Tujuan dibolehkan ijarah pada dasarnya
adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu

2 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-
Qur’an, Volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 690.
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bukanlah tujuan utama, karena usaha yang dilakukan dan upah
yang didapatkan dalam ijarah merupakan sarana untuk
mendekatkan diri kepada Allah swt. Adapun hikmah
diadakannya ijarah antara lain:

a. Membina ketentraman dan kebahagiaan

Adanya ijarah akan mampu menjalin kerja sama
antara mu’ajir dan musta jir, yang dapat menciptakan
kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah oleh
buruh dari orang yang memakai jasa mereka, maka
pekerja dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka musta jir tidak
lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah swit.
Transaksi dalam ijarah juga dapat berdampak positif
terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena
masyarakat dapat mencapai kesejahteraan.

b. Memenuhi nafkah keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah
memberikan nafkah kepada keluarganya dan tanggung
jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima
musta jir maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.

¢.  Memenuhi hajat hidup masyarakat

Adanya transaksi ijarah khususnya terhadap
pemakaian jasa pekerja (ijarah ala al-a 'mal), maka akan
mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut
bekerja maupun yang menikmati hasil kerja tersebut.
Maka dari hal tersebut ijarah memiliki unsur tolong
menolong antar sesama manusia.

d. Menolak kemungkaran

Tujuan ideal dalam berusaha adalah dapat menolak
kemungkaran. Pada intinya hikmah ijarah untuk
memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya.
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B. Perjanjian Kerja (Akad) Menurut Hukum Islam dan Hukum
Positif
1. Perjanjian Kerja (Akad) Menurut Hukum Islam
a. Pengertian Akad

Perjanjian atau kontrak dalam hukum perdata
Islam disebut dengan istilah akad. Akad berasal dari
bahasa arab yaitu al- ‘agd bentuk jamaknya adalah al-
‘uqud yang mempunyai arti perikatan, perjanjian dan
permufakatan.”® Kata ini juga dapat diartikan tali yang
mengikat karena akan adanya ikatan antara para pihak
yang berakad.

Menurut istilah fikih, secara umum akad berarti
suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan,
baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan
sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual
beli, sewa dan gadai. Dan secara khusus akad berarti
keterkaitan  antara ijab  (pernyataan = penawaran
pemindahan  kepemilikan) dan gabul (pernyataan
penerimaan  kepemilikan) dalam  lingkup  yang
disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.**

Menurut Mustafa az-Zarqa’, dalam pandangan
syara’ akad merupakan ikatan secara hukum yang
dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama
berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau
keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya
tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan
keinginan masing- masing diungkapkan dalam suatu
pernyataan. Pernyataan itulah yang disebut dengan ijab
dan gabul. ljab dalam definisi akad adalah ungkapan atau
pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh
satu pihak. Sedang qabul adalah pernyataan atau
ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain,

4 Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, Cet.2 (Jakarta: PT Grafindo Persada
Pratama, 2007), 97.
4 Ascarya, Akad & Produk Bank Syari‘ah (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 35.
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biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau
menyetujui pernyataan ijab.*

Menurut Ibnu ‘Abidin dalam kitabnya radd al-
Muhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar yang dikutib oleh Nasrun
Haroen menyebutkan bahwa akad merupakan pertalian
ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan gabul (pernyataan
penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang
berpengaruh pada obyek perikatan.“® Menurut Mursyid al-
Hairan akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan
oleh salah satu pihak dengan gabul dari pihak lain yang
menimbulkan akibat hukum pada objek akad.*’

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Sya’riah,
yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam
suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan dan/tidak melakukan perbuatan hukum
tertentu. Akad dalam bahasa Arab juga dapat diartikan
sebagai perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Akad
menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan
sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya
komitmen tertentu yang disyari’ahkan. Terkadang kata
akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian
umum, yakni sesuatu yang diikatkan seorang bagi dirinya
sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.“®

Berdasarkan beberapa uraian akad di atas, dapat
disimpulkan bahwa akad merupakan perjanjian,
kesepakatan atau hubungan antara dua pihak atau lebih
yang diungkapkan dalam suatu ijab dan qabul untuk
melakukan maupun tidak melakukan sesuatu, serta
menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

% Gufron A. Mas’adi, Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002), 76-77.

6 Abd. Ar-Rahman bin ‘Aid, Akad Al-Mugawalah, Cet. | (Riyad: Maktabah
al-Mulk, 2004), 25.

" Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), 23.

8 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan
Islam (Jakarta: Darul Haqg, 2008), 26.
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b. Dasar Hukum Akad

Akad dalam bermuamalah haruslah sesuai dan
memenuhi syarat dan rukun akadnya. Akad sangat
diperlukan agar di antara kedua belah pihak yang berakad
masing-masing memiliki tanggung jawab. Sebagaimana
firman Allah swt., dalam kutipan surah al-Nisa’ ayat 29
disebutkan:
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha
penyayang kepadamu”. (Q.S. al-Nisa [4]: 29).

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan
melakukan praktik yang dilarang (batil) dalam
memperoleh harta (kekayaan), namun harus berdasarkan
akad dengan kerelaan kedua belah pihak yang membuat
akad. Hal ini diperlukan agar kedua belah pihak terhindar
dari penyesalan dalam akad tersebut serta dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Telah dijelaskan juga di dalam al-Qur’an
mengenai perintah untuk melaksanakan serta memenubhi
akad atau perjanjian. Sebagaimana dalam surat al-Maidah
ayat 1 disebutkan:
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah
akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak,
kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian
itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu
sedang mengerjakan  haji. Sesungguhnya  Allah
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya”. (QS. al-Maidah [5]: 1).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa
melaksanakan isi perjanjian atau akad itu hukumnya
wajib. Maka dari itu dalam melakukan akad harus benar-
benar memperhatikan isi  perjanjiannya, karena
konsekuensi dengan adanya kesepakatan tersebut adalah
harus menjalankan dan bertaggungjawab atas apa yang
telah disepakati dengan sebaik-sebaiknya.

¢. Rukun dan Syarat Akad
1) Rukun akad

Dalam pengertian para fugaha rukun adalah
asas, sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan
sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila
ditinggalkan).” Rukun-rukun dalam akad adalah
sebagai berikut:

a) Agid adalah orang yang berakad, terkadang
masing-masing pihak terdiri dari satu orang,
terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang
yang berakad terkadang orang yang memiliki hag
(aqid ashli) dan terkadang merupakan merupakan
wakil dari pemilik hak. Adiq dalam penelitian ini
yaitu pengguna jasa dan buruh cuci dan setrika
pakaian.

b) Ma’qud ‘alaih yaitu setiap sesuatu yang menjadi

49 Nur Huda, Fikih Muamalah (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 110.
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2)

d)

obyek akad, yang menjadi objek dalam penelitian
ini adalah upah yang diberikan, rician volume
pekerjaan dan kebutuhan buruh yang diberikan
oleh pengguna jasa.

Maudhu’ al ‘aqd ialah tujuan atau maksud pokok
mengadakan akad, berbeda akad, maka
berbedalah tujuan pokok akad. Dalam upah
mengupah pada buruh cuci dan setrika ini tujuan
dasarnya adalah tolong menolong memberikan
dan menggunakan suatu manfaat dengan adanya
pengganti atau upah sebagai imbalan.

Sighat al ‘aqd yang terdiri dari ijab dan gabul.
Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilakukan
oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan
akad, sedangkan gabul adalah pernyataan pihak
kedua untuk menerima akad tersebut.

Syarat akad

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk)

yang harus diindahkan dan dilakukan. Syarat-syarat
terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada
unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang
ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan.*
Syarat-syarat terbentuknya akad adalah sebagai
berikut:>*

a)

Sighat (pernyataan dalam kehendak) adanya
kesesuain ijab dan gabulnya dilakukan dalam
suatu majlis akad.

Berbilangnya para pihak.
Berakal.

Objek akad dapat diserahkan.
Objek akad ditentukan.

% Mohammad Nadzir, Fikih Muamalah Klasik (Semarang: Karya Abadi Jaya,
2015), 34.
%! Qomarul Huda, Fikih Muamalah, Cet.1 (Yogyakarta: Teras, 2011), 32-33.
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f) Objek dapat menerima hukum akad.

Adapun syarat-syarat umum yang harus
dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap
bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang
yang berada di bawah pengampuan (mahjur)
karena boros atau lainnya.

b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima
hukumnya.

c) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh
orang Yyang mempunyai hak melakukannya
walaupun dia bukan agid yang memiliki barang.

d) Akad tidak dilarang oleh syara’.
e) Akad dapat memberikan faedah.

f) ljab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum
terjadi kabul.

g) ljab dan gabul bersambung jika berpisah sebelum
adanya gabul maka batal.

d. Syarat Keabsahan Akad

Syarat keabsahan akad adalah syarat
tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat
terbentuknya akad terpenuhi. Setelah rukun akad
terpenuhi  beserta beberapa persyaratannya yang
menjadikan akan terbentuk,makaakad sudah terwujud.
Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi
syarat-syarat tambahan yang terikat dengan rukun-rukun
akad yaitu:*?

1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas,
tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.

2) Tidak menimbulkan kerugian.

52 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka
Kencana, 2010), 51.
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3) Tidak mengandung ketidakjelasan, paksaan ataupun

riba.

Macam-Macam Akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu

bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Jika dilihat
dari keabsahan menurut syara’, akad dibagi menjadi dua
yaitu sebagai berikut:

1)

2)

Akad shahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun-
rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih
ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang
ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak
yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad
shahih menjadi dua macam, yaitu:

a) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan),
adalah akad yang dilangsungkan dengan
memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada
penghalang untuk melaksanakannya.

b) Akad mawquf adalah akad yang dilakukan
seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia
tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan
dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang
dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.>*

Akad tidak shahih, yaitu akad yang tidak shahih
adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun
atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum
akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihakpihak
yang berakad. Akad yang tidak shahih dibagi oleh
ulama Hanafiyah dan malikiyah menjadi dua macam,
yaitu sebagai berikut:

a) Akad bathil, adalah yang tidak memenuhi salah

58 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: Ull Press,

1982), 65.

% Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fikih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010),

20.
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satu rukunnya atau ada larangan langsung dari
syara’. Misalnya, objek akad itu tidak jelas atau
terdapat unsur tipuan atau salah satu pihak yang
berakad tidak cakap bertindak hukum.

b) Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya
disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan
tersebut tidak jelas. Ulama fikih menyatakan
bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung
esensi yaitu tidak sah dan akad itu tidak
mengakibatkan hukum apapun.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad,
para ulama fikih membaginya kepada dua macam, yaitu:
1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak

yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh
membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti
akad jual beli dan sewa menyewa.

2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak
yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan),
al-ariyah (pinjam-meminjam), dan al-wadia’ah
(barang titipan).

Jika dilihat dari sifatnya, para ulama fikih
membagi akad menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Akad bersyarat, yaitu perikatan yang terjadi dikaitkan
dengan peristiwa yang belum dan harus terjadi.
Apabila peristiwa yang disyaratkan tidak terjadi, akad
batal dengan sendirinya

2) Akad tanpa syarat, yaitu perikatan yang dilaksanakan
tanpa mengikatkan ijab gabulnya pada persyaratan
tertentu.

Jika dilihat dari keberlangsungan suatu akad,
maka akad dapat dibagi menjadi dua macam yakni:

1) Akad segera, yakni akad yang pelaksanaannya
dilakukan dengan segera dan sekaligus pada waktu
yang ditentukan kedua belah pihak, sebagai misal
akad jual beli.
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2) Akad yang berkelanjutan, akad yang pelaksanaanya
berlangsung secara berkelanjutan hingga suatu masa
yang disepakati kedua belah pihak. Akad model ini,
ketentuan masa merupakan unsur asasi dalam
pelaksanaanya, seperti akad sewa menyewa, wakalah
dan sebagainya.*

Jika dilihat dari tujuannya, akad dibagi menjadi
tujuh macam yaitu sebagai berikut:

1) Al-Tamlikat, yaitu akad yang bertujuan untuk
pemilikan sesuatu, baik benda atau manfaatnya,
seperti jual beli dan ijarah.

2) Al-Isgathat, yaitu akad yang bertujuan menggugurkan
hak-hak, seperti thalag, dan pemanfaatan gishas.

3) Al-lthlagat, yaitu akad yang bertujuan menyerahkan
kekuasaan pada orang lain dalam suatu pekerjaan
seperti wakalah.

4) Al-Tagydat, yaitu terhalangnya seseorang melakukan
transaksi karena kehilangan kemampuan seperti
hajru.

5) Al-Tautsigat, vyaitu akad yang bertujuan untuk
menanggung atau memberi kepercayaan terhadap
utang, seperti kafalah, dan rahn.

6) Al-Isytirak, vyaitu akad yang bertujuan untuk
berserikat pada pekerjaan atau keuntungan, seperti
akad syirkah, mudharabah, musara’ah  dan
sejenisnya.

7) Al-Hafiz, yaitu akad yang bertujuan untuk memelihara
harta pemiliknya seperti wadi ah.

% Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fikih
Muamalah”. Vol. 2, No. 2 (2010): Jurnal Asas (Lampung: IAIN Raden Intan
Lampung, 2010), 4.
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f. Asas-Asas Akad

Berdasarkan  Kompilasi Hukum  Ekonomi
Syari’ah (KHES) Pasal 21, akad dilakukan berdasarkan 13
asas, Vyaitu asas ikhtiyari (sukarela), asas amanah
(menepati janji), asas ikhtiyati (kehati-hatian), asas luzum
(tidak berubah), asas saling menguntungkan, asas
taswiyah  (kesetaraan), asas transparansi,  asas
kemampuan, asas taysir (kemudahan), asas iktikad baik,
sebab yang halal, asas al-hurriyah (kebebasan berkontrak)
dan asas al-kitabah (tertulis).® Dalam penelitian ini
penulis akan membahas 8 asas akad yang memiliki kaitan
dengan objek penelitian, antara lain:

1) Asas Ikhtiyari (Sukarela)

Setiap akad dilakukan atas kehendak para
pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan
salah satu pihak atau pihak lainnya. Kerelaan para
pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan jiwa
dalam setiap kontrak yang Islami dan dianggap syarat
wujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak
akad ini tidak dapat terpenuhi, maka kontrak akad
yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang
batil.*’

Kerelaan (rida al-taradi) adalah sikap batin
yang abstrak (amr al-khafi). Untuk menunjukkan
bahwa dalam sebuah akad kerelaan telah dicapai,
diperlukan indikator yang merefleksikannya dan
indikator tersebut adalah formulasi ijab dan Kabul
yang ada didalam akad. Formulasi ijab dan gabul
tersebut perlu dibuat dengan jelas, tanpa adanya
paksaan dari kedua belah pihak dan terperinci
sedemikian rupa supaya dapat dipahami, sehingga
para pihak dapat dipastikan telah mencapai kerelaan
terhadap akad yang dibuat. Asas ini didasarkan pada

% Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‘ah Pasal 21.
" Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari‘ah Dalam Perspektif Kewenangan
Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 79.



42

2)

al-Qur’an dalam surat al-Nisa’ ayat 29 sebagai
berikut:

/ s
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan
janganah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya
Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. al-Nisa’
[4]: 29).

Ayat di atas menyatakan bahwa segala
transaksi dalam bermuamalah dilakukan harus atas
dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-
masing pihak, tidak bolah adanya tekanan, paksaan,
apalagi adanya penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat
membatalkan perbuatan atau akad tersebut.*®
Asas Amanah (Menepati Janji)

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para
pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh
yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar
dari cidera janji. Dengan asas amanah yang
dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah
beriktikad baik dalam bertransaksi pada pihak lainnya
dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi
ketidaktahuan mitranya.™

Salah satu ajaran al-Qur’an yang paling

58 Mardani, Fikih Ekonomi Syari‘ah Fikih Muamalah (Jakarta: Prenada Media
Group, 2015), 97.
% syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari‘ah Teori Tentang Studi Akad

Dalam Fikih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 91.
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penting dalam masalah bisnis adalah masalah
pemenuhan  janji dan  kontrak.  Al-Qur’an
mengharuskan agar semua kontrak dan janji
kesepakatan dihormati, dan semua kewajiban
dipenuhi. Al-Qur’an juga mengingatkan dengan keras
bahwa setiap orang akan dimintai
pertanggungjawabannya oleh Allah swt., dalam
berkaitan dengan janji dan kontrak yang ia lakukan.®
Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Isra’ ayat
34 sebagai berikut:
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“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu
akan diminta pertanggungjawabannya”. (Q.S. al-Isra’
[17]: 34).

Dari ayat di atas al-Qur’an memerintahkan
untuk melaksanakan dan tidak merusak janji atau
akad yang telah disepakati karena akan diminta
pertanggungjawabannya. Meskipun dia menyadari
dan khawatir akan adanya alasan yang kuat bahwa
pihak lain akan merusak kesepakatan. Dalam situasi
seperti ini diinstruksikan untuk memeberitahukan
pihak lain yang terlibat kesepakatan tentang
keputusan mereka, dengan adanya solusi formal dari
kesepakatan itu, dengan demikian mereka berada pada
posisi yang sama. Hal ini di jelaskan dalam al-Qur’an
surat al-Anfal ayat 58 sebagai berikut:
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“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya)

% Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,

2003), 99.
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3)

4)

pengkhianatan dari suatu golongan, maka
kembalikan perjanjian itu kepada mereka dengan
cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berkhianat”. (Q.S. al-Anfal [8]:
58).

Asas Saling Menguntungkan

Asas saling menguntungkan yakni setiap akad
dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak
sehingga terhindar dari praktik manipulasi dan
merugikan salah satu pihak. Dalam asas ini suatu akad
dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh
menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan
memberatkan (mashaqgah).

Prinsip saling menguntungkan ini tentunya
merupakan suatu prinsip yang mengedepankan
kepentingan bersama, oleh karenanya kepentingan
bersama haruslah didahulukan tanpa menyebabkan
kerugian individu. Karena pada dasarnya suatu akad
kerja sama secara alamiah akan mencapai tujuannya
jika prinsip saling memerlukan, saling memperkuat,
dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan
dijadikan komitmen dasar yang kuat diantara para
pihak.

Asas Taswiyah (Kesetaraan)

Asas taswiyah merupakan wujud dari adanya
kesetaraan dan keseimbangan dalam hak dan
kewajiban antar pihak yang berakad. Asas ini
memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang
melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang
sama atau setara antara satu dengan yang lain dan
mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Salah
satu pihak vyang berakad tidak bisa hanya
mengharapkan hak yang ia peroleh tanpa memenuhi
kewajiban yang harusnya ditunaikan.  Asas
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Keseimbangan ini, apabila ditelisik maka ujungnya
adalah terwujudnya keadilan oleh kedua belah pihak
yang bertransaksi, sehingga tidak muncul pihak yang
terdzalimi.

Asas ini sangat penting untuk dilaksanakan
oleh para pihak yang berakad terhadap suatu
perjanjian yang dibuat kerena sangat erat
hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak
untuk pemenuhan prestasi dalam akad atau perjanjian
yang dibuat. Asas ini didasarkan pada al-Qur’an surat
al-Hujarat ayat 13 sebagai berikut:
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“Hai manusia, sesungguhnya kami
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
bertakwa di antara kamu. Sesungguhny Allah Maha
mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. al-Hujarat
[49]: 13).

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama
manusia masing-masing memiliki kelebihan dan
kekurangan. Untuk menutupi kekurangan tersebut
hendaknya saling melengkapi antara kekurangan yang
lain dari kelebihan yang dimilikinya, oleh karenanya
setiap manusia juga memiliki kesempatan yang sama
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dalam melakukan suatu  perikatan.®®  Dalam
melakukan akad setiap pihak bebas menentukan hak
dan kewajibannya masing-masing yang didasarkan
pada asas kesetaraan ini, sehingga tidak boleh adanya
kezaliman yang dilakukan oleh salah satu pihak yang
berakad.

Asas ini juga tidak menutup kemungkinan
bahwa salah satu pihak akan lebih proaktif untuk
menyiapkan atau membuat rumusan kesepakatan
dalam suatu akad, namun hendaknya hal tersebut
bukanlah rumusan final yang tidak boleh ditawar lagi
olen pihak lain. Karena pihak lain juga perlu
mempertimbangkan dan melakukan negosiasi tehadap
rumusan akad tersebut sebelum akhirnya disepakati.

5) Asas Transparansi

Setiap akad dilaksanakan dengan
pertanggungjawaaban para pihak secara terbuka.
Transparan juga dapat diartikan tidak ada tipu
muslihat didalamnya, yang mana semua hak dan
kewajiban masing-masing pihak diungkap secara
tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan
hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan
dengan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-
masing pihak. Semua pihak yang bersangkutan dalam
akad harus berbagi mengenai segala informasi yang
tersedia.

Segala hal yang berkaitan dengan akad
perjanjian hendaknya disampaikan apa adanya tanpa
harus  melebih-lebihkan  atau  menguranginya.
Merahasiakan informasi penting yang mempunyai
kaitan pada saat transaksi dapat membuat kontrak
tidak sah.’? Selain itu perjanjian yang melibatkan

81 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013), 33.

82 \/eitzhal Rivai, Islamic Banking and Finance, Dari Teori Ke Praktik Bank
Dan Keuangan Syari’ah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif (Yogyakarta: BPFE,
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gharar sangat dilarang. Tujuannya adalah untuk
mencegah transaksi yang mengarah pada suatu
sengketa dan kurangnya kepercayaan.

Asas Taysir (Kemudahan)

Setiap akad dibuat dengan cara saling
memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak
yang berakad untuk dapat melaksanakannya sesuai
dengan isi perjanjian yang telah disepaki. Dengan
kata lain dalam melakukan sebuah akad hendaklah
kedua belah pihak untuk menghilangkan kesulitan dan
tidak menyulitkan pihak lainnya. Sebagai seorang
muslim, salah satu bentuk manifestasi dari akhlaqg al-
karimah dalam berakad yakni menjadikan sesuatu itu
mudah dan tidak menjadikan orang lain berada dalam
kesulitan. Landasan dari asas ini didasarkan pada al-
Qur’an surat al-Qasas ayat 27 sebagai berikut:
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“Maka aku tidak hendak memberati kamu.
Dan kamu insya Allah mendapatiku termasuk orang-
orang yang baik”. (Q.S. al-Qasas [28]: 27).

Seorang muslim juga tidak diperkenankan
untuk berperilaku keras dengan sesama manusia, dan
diperintahkan untuk berlaku adil serta ramah dalam
bermasyarakat, serta menghindari dari segala tindakan
yang sekiranya akan menyulitkan orang lain.

Asas lktikad Baik

Asas ini dilakukan dalam rangka menegakkan

kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan

atau perbuatan buruk lainnya dalam melakukan akad.
Menurut Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarok

2012), 135.
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dalam bukunya Perkembangan Akad Musyarakah
dijelaskan bahwa asas iktikad baik dalam sebuah
perjanjian adalah bahwa perjanjian yang dilakukan
oleh para pihak hendaklah didasarkan pada kepatutan,
yakni perjanjian yang tidak mengandung tipu daya tau
akal-akalan, dan perjanjian  yang hanya
mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga
memperhatikan kepentingan semua pihak yang terikat
dalam perjanjian tersebut.®

Iktikad baik juga merupakan bentuk dari
akhlag al-karimah yang harus dilakuakan oleh para
pihak yang melakukan akad. Hal tersebut sesuai
dengan ketentuan al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 188
sebagai berikut:
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“Danjanganlah  sebagian  dari  kamu
menggunakan harta sebagian yang lain diantara
kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) urusan harta itu kepada hakim,
supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda
orang lain itu dengan jalan (berbuat dosa), padahal
kamu mengetahuinya”. (Q.S. al-Bagarah [2]: 188).

Pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa
sebuah perjanjian baik itu pada waktu pembuatannya
maupun pada waktu dilaksanakannya haruslah
didasarkan pada iktikad baik.®* Dengan kata lain,
iktikad baik adalah sikap batin para pihak yang
melakukan akad perjanjian yang harus timbul sejak

8 Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 109.

8 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syari‘ah, Produk-Produk Dan Aspek-
Aspek Hukumnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 138-139.
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perjanjian itu di buat dan disepakati hingga saat
dilaksanakannya akad.

8) Asas al-Hurriyah (Kebebasan Berkontrak)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam
bermuamalah khususnya ketika melakukan suatu
akad. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai
kebebasan untuk membuat pejanjian (making freedom
contract), baik dari segi objek perjanjian maupun
menentukan persayaratn-persyaratan lain, termasuk
menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa.®®
Asas kebebasan ini bertujuan untuk menjaga agar
klausul-klausul yang dicantumkan dalam suatu akad
tidak menimbulkan kezhaliman, paksaan/tekanan (al-
Ikrah) dan penipuan (al-Taghrir). Apabila terdapat
unsur tersebut dalam akad, maka lagalitas akad
dianggap meragukan, bahkan tidak sah. Landasan
asas ini adalah surat al-Bagarah ayat 256 sebagai
berikut:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama
(Islam)”. (Q.S. al-Bagarah [2]: 256).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidak
ada paksaan dalam agama Islam, terlebih lagi dalam
hal bermuamalah dan terutama ketika melakukan
suatu akad atau perjanjian. Dengan demikian dari ayat
tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki
kebebasan dalam membuat suatu kontrak atau akad
apapun itu jenisnya selama pihak-pihak yang
bersangkutan dalam akad menyetujuinya.

% A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syari'ah (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2012), 135.
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g. Berakhirnya Akad

Suatu akad dapat berakhir apabila disebabkan

oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:®

1)

2)

3)

4)

5)

Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu
memiliki tenggang waktu.

Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar
atau baju yang di jahitkan hilang.

Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila
akad tersebut sifatnya tidak mengikat.

Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa

dianggap berakhir jika:

a) Jual beli atau sewa menyewa yang dilakukan
fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah
satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.

b) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar
rukyah.

c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
secara sempurna.

d) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang
yang berakad dapat menyebabkan berakhirnya akad,
karena akad menurut mereka tidak boleh diwariskan.
Sedangkan menurut jumhur ulama, akad tidak batal
dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena
manfaat menurut mereka boleh diwariskan.

h. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Akad

1)

Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Pada dasarnya semua pekerjakan yang
dilakukan oleh seseorang harus disertai dengan

% Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari‘ah Teori Tentang Studi Akad

Dalam Fikih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 35.
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tanggungjawab  atas pekerjaan  masing-masing
sekiranya terjadinya kerusakan atau kehilangan.
Apabila terjadi hal demikian maka dilihat terlebih
dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian
atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggung
jawabkannya apakah dengan cara menggati atau
sangsi lainya. Pemberi kerja harus bertanggung jawab
atas pemberian upah  kepada  pekerjanya,
memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku
adil dalam pemberian upah sesuai dengan
kesepakatan dalam perjanjian kerja, begitu juga
dengan buruh hendaklah ia bertanggung jawab atas
pekerjaannya, dengan cara melaksanakan dan
menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sebaik
mungkin.

Apabila menjual jasa itu untuk kepentingan
orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu,
maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah,
Zufar Bin Huzail dan Imam Syafi’i berpendapat
bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur
kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu dituntut
ganti rugi. Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan
asy-Syaibani, berpendapat bahwa pekerja itu ikut
bertanggungjawab atas kerusakan tersebut, baik
sengaja maupun tidak. Berbeda dengan kerusakan itu
diluar batas kemampuanya seperti banjir besar atau
kebakaran. Menurut mazhab Maliki apabila sifat
pekerjaan itu membekas pada barang seperti pakaian
pada pekerjaan buruh cuci dan setrika pakaian, maka
baik sengaja atau tidak sengaja segla kerusakan
menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi.®’

7 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003), 237.
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2) Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap orang yang melakukan akad harus
memenuhi hak masaing-masaing pihak, yaitu sebagai
berikut:

a) Pemberi kerja berkewajiban memberikan upah
dan buruh berhak menerima upah.

b) Pemberi kerja berhak mentut buruh apabila tidak
menyelesaikan tugasnya, sedangkan upahnya
sudah ia terima dan buruh wajib menyelesaikan
pekerjanya.

c) Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan
buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah
pihak.

d) Memungkinkan manfat jika masanya berlansung,
ia memungkinkan mendatangkan manfat pada
masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhanya.

e) Mengalirnya manfat jika ijarah untuk barang
apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum
dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu
yang berlalu, ijarah menjadi batal.

f) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau
kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan
syarat, seperti mempercepat bayaran.®

2. Perjanjian Kerja Menurut Hukum Positif
a. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja menurut Undang-undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan
bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang
memuat syarat-syarat Kkerja, hak dan kewajiban para

239.

88 Rachmat Syafi’i, Fikih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),
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pihak.*® Sementara dalam KUHP pasal 1601 huruf a
menyebutkan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian
dimana pihak yang satu, buruh, mengingatkan diri untuk
bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu
waktu tertentu dengan menerima upah.

Menurut  Subekti, perjanjian kerja adalah
perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan
ciri-ciri adanya upah atau gaji tertentu, adanya suatu
hubungan atas bawah, yakni suatu hubungan atas dasar
pihak yang satu, majikan berhak memberikan pemerintah
yang harus ditaati oleh pihak lainnya.”

Menurut Wiwoho Soedjono, perjanjian kerja
adalah hubungan antara seseorang yang bertindak sebagai
pekerja atau buruh dengan seseorang yang bertindak
sebagai majikan.”

Sedangkan menurut Imam Soepomo perjanjian
kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama
(buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima
upah dari pihak kedua yakni (pengguna jasa) dan
pengguna jasa mengikatkan diri untuk mempekerjakan
buruh dengan membayar upahnya.”?

b. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja

Syarat sahnya perjanjian kerja diatur dalam Bab
IX tentang Hubungan Kerja, yaitu pada Pasal 52 ayat (1)
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa perjanjian kerja
dibuat atas dasar:

1) Kesepakatan kedua belah pihak;

% Hadi Setia Tunggal, Seluk-Beluk Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta:
Harvarindo, 2014), 48.

7 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 46.

™ wiwoho Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1991), 9.

2 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Mataram:
Grafindo Persada, 2003), 40.
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2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan
hukum;

3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Apabila syarat pada poin 1 dan 2 tidak dipenuhi
dalam membuat perjanjin kerja, maka terhadap perjanjian
kerja yang telah dibuat dapat dibatalkan, sedangkan jika
poin 3 dan 4 yang tidak dipenuhi maka perjanjian kerja
yang dibuat menjadi batal demi hukum.

Bentuk-Bentuk Perjanjian Kerja

Bukti bahwa seseorang telah bekerja pada orang
lain atau pada sebuah perusahaan/lembaga adalah dengan
adanya perjanjian Kkerja yang berisi tentang hak-hak dan
kewajiban masing-masing pihak. Adapun bentuk-bentuk
dalam melakukan perjanjian kerja ada 2 yaitu sebagai
berikut:

1) Perjanjian kerja secara lisan

Perjanjian kerja umumnya secara tertulis,
tetapi ada juga perjanjian kerja yang disampaikan
secara lisan. Undang-undang No. 13 Tahun 2003
pasal 51 angka 1 tentang ketenagakerjaan
memperbolehkan perjanjian kerja dilakukan secara
lisan. Meskipun kontrak kerja dibuat secara tidak
tertulis, namun kontrak kerja jenis ini tetap bisa
mengikat pekerja dan pengusaha untuk melaksanakan
isi kontrak Kkerja tersebut. Namun tentu saja kontrak
kerja jenis ini mempunyai kelemahan fatal, apabila
ada beberapa isi kontrak kerja yang ternyata tidak
dilaksanakan oleh para pihak karena tidak pernah
dituangkan secara tertulis maka akan merugikan
pekerja.
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2) Perjanjian kerja tertulis

Perjanjian kerja tertulis harus memuat tentang
jenis pekerjaan yang akan dilakukan, besarnya upah
yang akan diterima dan berbagai hak serta kewajiban
lainnya bagi masing-masing pihak. Dalam Pasal 51
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan angka 1 disebutkan bahwa perjanjian
kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Dengan
demikian perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk
tertulis ataupun lisan, namun lebih dianjurkan untuk
dibuat secara tertulis demi mendapatkan perlindungan
hukum yang lebih baik. Pada prinsipnya perjanjian
kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi
masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian
kerja dibuat secara lisan.

Lebih lanjut pada Pasal 54 ayat (1) Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja
yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya
memuat:”

a) Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

b) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat
pekerja/buruh;

c) Jabatan atau jenis pekerjaan;
d) Tempat pekerjaan;
e) Besarnya upah dan cara pembayarannya;

f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan
kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;

g) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian
kerja;

h) Tempat dan tanggal perjanjian kerja;

i) Tandatangan para pihak dalam perjanjian kerja.

™ Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 37.
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d. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja

Dilihat dari segi jangka waktu pembuatan

perjanjian kerja, dapat dibagi 2 (dua) jenis, yaitu
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan Perjanjian
kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sebagai berikut:

1)

2)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 adalah
perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha
untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu
tertentu dan untuk pekerjaan tertentu.”* Pasal 57 ayat
1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 mensyaratkan
bentuk PKWT harus tertulis dan mempunyai 2
kualifikasi yang didasarkan pada jangka waktu dan
PKWT vyang didasarkan pada selesainya suatu
pekerjaan tertentu. Pasal 59 juga menyebutkan bahwa
PKWT hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan
tertentu yang menurut jenis, sifat dan kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu
pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara
sifatnya.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
(PKWTT) dapat mensyaratkan masa percobaan kerja
paling lama 3 (tiga) bulan, dan di masa percobaan ini
pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah
minimum yang berlaku. Apabila masa percobaan
telah dilewati, maka pekerja/buruh langsung menjadi
berstatus pekerja tetap. Dengan status tersebut
pekerja/buruh memiliki hak sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama.

2008), 67.

™ E.X. Djulmiaji, Perjanjian Kerja Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika,



e.

57

Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja

Berdasarkan Pasal 1601 KUH Perdata dapat
dipahami bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam
perjanjian tidak diatur dalam KUH Perdata, melainkan
dalam ketentuan-ketentuan khusus jika ada yang
mengaturnya. Bila tidak ada, maka hak dan kewajiban
para pihak ditentukan sendiri oleh para pihak dalam syarat
perjanjian yang dibuat dalam perjanjian. Jika dalam syarat
perjanjian tidak dicantumkan maka hal tersebut ditentukan
menurut kebiasaan. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan
berkontrak.

Perjanjian  yang telah  disepakati  akan
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak
dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk
dari akibat hukum dari suatu perjanjian, maka dari itu hak
dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai
kesepakatan dalam perjanjian, mengingat dalam
pembuatan perjanjian para pihak melakukannya atas dasar
asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus
ditepati. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan
konsekuensi hukum bagi para pihak yang mengikat dan
perlu diwujudkan secara timbal balik antara para pihak
untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan
hukum. Kontrak melahirkan hak dan kewajiban
didasarkan pada pada Pasal 1338 KUHPerdata dan
memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320, sehingga
perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-
undang yang mengikat bagi para pihak untuk
dilaksanakan.

Hak normatif pekerja yang disebutkan oleh
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ialah keselamatan kerja, tempat Kerja,
upah yang layak, hak untuk tidak mendapatkan
deskriminasi dan hak beribadah. Sedangkan untuk
kewajiban pekerja didalam KUH Perdata telah diatur
dalam pasal 1603, 1603a, 1603b, dan 1603c, KUH
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Perdata yang intinya sebagai berikut:

1) Pekerja wajib mengerjakan pekerjaan, melakukan
pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja
yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian
dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan.

2) Pekerja wajib mentaati aturan dan petunjuk
pengusaha. Dalam melakukan pekerjaan pekerja
wajib mentaati petunjuk yang diberikan oleh
pengusaha.

3) Kewajiban membayar ganti rugi atau denda. Jika
pekerja melakukan kegiatan yang merugikan
perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian,
maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib
membayar ganti rugi dan denda.

Adapun kewajiban dari pengusaha atau pemberi
kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1) Pengusaha wajib membayar upah.

2) Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu
kerja.

3) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti
kepada pekerja.

4) Pengusaha wajib melindungi keselamatan dan
kesehatan pekerja.

5) Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah
disepakati, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena
melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat.
Dalam buku Il KUH Perdata, mengatur mengenai ganti
rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji
sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata
sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Sedangkan gangi
rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal
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1365 KUH Perdata.

f. Berakhirnya Hubungan Kerja

Mengenai berakhirnya hubungan kerja dalam

perjanjian kerja dapat terjadi karena hal-hal sebagai
berikut: "

1)

2)
3)

4)

Pekerja/buruh meninggal dunia. Perjanjian kerja akan
berakhir jika pekerja meninggal dunia, namun
perjanjian kerja tidak berakhir jika pengusaha
meninggal dunia.

Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau
penetapan lembaga penyelesaian  perselisihan
hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang
dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

™ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2014), 31.
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